
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 37 TAHUN 2OO7

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR: 3 TAHUN2007

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

USAHA PENGGILiNGAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

a. bahwa untuk memajukan sektor' pertanian cji Kab. Konavre yai;
semakin naju oimana. telah memberikan kontribusi besa-

terhadap pembangunan oibidang pertanian dan salah sa:-
lumbung padi terbesar di daerah ini aoaiah meningkai,l.ai
penggunaan teknologi pasca panen sepert penggilingan p::
guna menghasilkan produksi beras yang berkualiias c.:
sekaligus meningkatkan pendapatan petani sejajar deng::
masya;akat petani di daer:h-daerah iain,

b, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendan Nomor i3 Tani-
2002 tentang Ketentuan ian Taia Cara Pemberian lzin Usai-;
Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari sudah tidak sesuai la-c:

dengan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat saat inr.

c. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud pacz

huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peratur:i-
Daerah yang baru.
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Mengingat 1 Undang-Undang Nonior 29 -!-anur 1359 teniang

Pembeniukan S2s13|-Daerah Tingi:at '. di Suiai'test

(Lembaran Negara i anua 'i959 i'rliric: ' ':' Tambaharl

Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-Unclang Nomor 34 Tahun 200' ientang Pajak

Daerah dan Refiibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048);

3. Undang-Undang Nomcr 10 Tahun 2AA4 bntang

Pembentukan Peraturan Perundang-Unda^3an (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambanan Lsmiaran Negara

Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ier:ang Pemerintah

Daerah (Lembaran l.legara Tahur 2A'-L Nomor i25.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4!.37',-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ieniang

Perirnbangan Keuangan Antara Pei'"erir'-.ah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun z1a: Nomor i26.

Tanrbahan Lembaran Negara ironror ++3c'l

Feraturan Pemerintah l',lomor 65 Tahu: i 971 tei:ang

Perusahaan Penggilingan Padi 1 Hel:e;- :a: Penyosihan

Beras ( Lembaran Negara iahun 197i Nor-,:' 91 Tarn;anan

Lembaran Negara Rl Nomor 34 );
Peraturan Pemeriniah licmor 25 Tah'u' 2ti00 t3riang

Kervenangan Pemerintalr dan 113u'3rl3i:2n Pene'ntah

Frovinsi sebagai Daelah Otonolr: (Lei-nearz- I'regars , anun

2C00 Nomor 54, Tambahan L6mbaran Negaa Nornor 3'v52):

Feraturan Pemerintah Nomor 66 Tahu: 2001 teniang

Ret'ibusi Daerah (Lembaran lriegara Ta? -', 2001 ii;moi'
119, Tarnbahan Lenrbaran Negara Nonroi' 2'.-Ai,

Pei'atui'an Pemerintah Nomoi' 26 Tahu: 200.1 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kendari nre:,adi Kabu:aien

Konaive (Lembaran Negara Tahun 20C/ i*i:.-:' 103);

Keoutusan Bersama l.{:nieri Dalam N:ge: '.?1101 122 -znur.l

1980 dan Nomor 351rKPTS/Uf\4/1E8ir '*:2iit Pene:ban
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Menetapkan

C:r': Pemantauan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi.

Huller oari Penvoschan Beras.

hlei.utusan i.lenteii De;:ai-,ian Ncmc' 161i KPTS/KU-

4E0,31198S teiiiang Fei-,;aran besamya uang Retribusi dan

biaya Adminisirasi Pei'usahaan Penggilingan padi. Hulle;' dan

Penyosohan beras;

1 2. Keputusan l',4enieri Pertanian Nomor

859/KPTS/IP.250111/1998 ientang Pecjoman pembinaan

perusahaan penggilingan pacji Heller dan Penyosohan Beras;

i3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati ll Kendari Nomor 2 Tahun

1986 tentang Penyidik Pega.vai Negeri Sicil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaien Kendari (Leinbaran Daerah

Kab,rpaten KendariTahun 1-0BO Nomor 2):

il. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (abupaten Kendari

sebagai Daerah Oionom {Lembaran Daerah Kabupaten

Kendari Tahun 2000 Nomor 64);

i5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000

sebagaimana telah beberapakali diubar terakhir diubah

dengan Perattiran Daerah Kabucaten Kendari Ncnror 13

Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Keria Pei-angkat Daei'an Kabupaten ri3fl02il (Lerilaran
Daerah Kabupaten Kendari Tahun 20CC Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN PAKYAT DAEMI.i KABUPATEN KONAWE
dan

BUPA.TIKONAWE

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAVJE TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA

PENGGILINGAN PADI
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BAB t

KETEI{TUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah Kabupaien Konawe.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dae:an sebagai unsu:

Penyelenggara Pemerintah Daerah:

3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;

4. Di;as Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangai:

Kabupaten Konawe;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan Kabupaien

Konawe:

a l';1esin Penggilingan Padi adalah h{esin Rice t"lilling unit dan Mesin Rice }'4illin;

Plant,

7. Rekomenu'asi au'aiah Surai Keierangan yang u'ikeiudr'nar :;Oh Kepaia DinaS

Pertanian Tanaman Pangan yang membeli hak kepada sesarang pengusaha

,Jan atau badan Hukum uniuk rnengajukan permohonan izin:

8. .zin adalah Sui'at lzin vang dikeiuarilan oieh Kepala Daerah yang memberika-

hak dan ksrr;2ji[3n kepada seseoiang pengusaha dan atau Badan Hukui-

untuk menjalankan u:aha Penggiiingan Pacii;

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi iugas ierientu di Bicang Retribusi Daera-

sesuai jasa pelayanan penatausahaan Cengan Peraturan P:-,:ndang-Undanga-
yang bedaku;

'10. Retribusi Daerah yang selan.iutnya disetirr'r Retribusi ad,Jah Pungutan Daerah

aias jasa atau pelayanan jasa penatausahaan yang dioenKai cieh Fentedni:lr

Daerah untuk kepentingan orang pribadi dau Vadan:
'1 1. Penyidik Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil r-rentu yang diber

we\{,enang cleh Undang-Undang untuk mencari ser-ta i'-engumpulkan bui':
yang dengan bukti itu membuat terang tindd< pidana dibidarg Refibusi Daerai

yang ierjadi serta menernukan tersangkanya;

12. Viajib refibusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang Tenurut Peraturai

Perundang - undangan Retribusi dirvajibkan untuk mela'',xan Pembayai?'

retribusi termasuk pemungut dan pemotong retiibusi:

t-'r; e non 8A6. !-iUKU'V,



13. Surat Pemberitahuan ret'ibusi daerah vang selanjutnya ciisingkat SPTRD
ada!ah surat yang digunakan oleh wajib refibusi untuk melaporkan perhitungan

dan pembayaran retribusivang terutang menurut Peraturan reribus:.
14. lrtlasa retribusi aciaiah suatrr jangka wartu tenentu yang meru;arian batiis i,raktr,

bagi wajib i'etribusi untuk memanfaafl<an jasa dan perizinan terlentu dari

Pemerintah Daerah yang terutang menurut Peraturan Retribus.:

15. Surat Ketetapan refribusi Daerah yang disingkat SKRD adaia;.. Surat Kepuiusan
yang menentukan besarnya jumlah refibusi yang terutang:

16. Surat Tagihan Refibusi Daerah. yang disingkat STRD, a:aiaii surat untuk
melakukan tagihan refribusi dan atau sanksi adminisfasi berupa bunga dan

atau denda:

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin usaha Penggilingan Padi I iln menjalankan r:,-in penggilingan

padi di pungut biaya refibusi pembayaran atas pemberian izin ;

Pasal 3

Obyek Reo-ibusi adalah.
a. lzin usaha menjalankan mesin Penggilingan padi

b. Rekomendasidari Dinas Pertanian Tananan Pangan Ka:-oaien Konau;e

Subyek retnbusi adalah Orang Pribad; atau badan - -/,t!fl yang aka:
rnendapafl<an Pelayanan izin

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNMN JASA

(1)

(2)

Pasal 4

Retribusi lzin Usaha Penggiligan Padi i izin i';renjalankan l,4es
(RM U) digolon gkan sebagai Refibusi Perizinan ierte nru.

:-int g :cn ?A6. 
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Pasal 5

fingkat penggunaan jasa diukui' berdasa;rian berCasai'xa: Jesarnya PK dari

mesin Penggiiingan Padi iersebui.

Jenis mesin PenEgilingan padi sebagaimana dimaksud ayal ii)pasal ini terdiri

dari :

- Pecah Kulit

- Pemutih beras (Polisher )

BAB IV

NE ItrN IUAN I'EKII.INAN

Bagian Pertama
Pemberian lzin

(1)

(2)

Setiap orang atau badan yang

penggiligan pacii/izin men!alankan

memilikiizin dari Kepala Daerah

Pasal 6

akan rnendirikan dan atau

mesin PenEgiiingan padi

Pasal 7

iismpunyal USdrla

;a'am daerah v;ajib

(2)

(3)

(1) Untuk memperoleh izin. pemohon hai'us mengajukan ::--chonan keiaoa
Kepala Daerah melai'.ri Dinas Fertanian Tanarnan -a:;gan Kab';raien
Konale.
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat {1) pasal i;l ;..'.aj:rkan rn3nJapai

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian'Tanaman largan dan rlarus

dilengkapi dengan persyaratan-Persayaratan dan akan l'rtetapkan dalam

Peraturan Kepala Daerah.

Perrnohcnan izin dapat diprcses Setelah memenuhi pers,varaian yang telah

ditentukan oan pengadaan blangko perilnan diteiasi'an oleh Dinas

Pendapatan;

Atas permohonan dari Unit Kerja sebagaimana dimar.s-: ayat (-l) Dinas

Pendapatan melakukan pengadaan blangko perizina: :zi blangkc Surai

Tanda Setoran (STS) sesuai dengan persyaraian yai; ::utuhkan cengan

(4)
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(r
I mernberikan nomor seri pada bagian sudut sebelah kiri atas, serta

memberikan porpcrasi;

Apabila dalam suatu Surai iiin tidak mempunvai nomcr seri ian porpcrasi.

maka Surat lzin tersebut dinyaiakan tidak sah:

Setiap permohonan i;in yang akan ditandaiangani oleh Pejabai. dilampid<an

buktitanda setoran dari Bank Persepsiyang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah:

Pasal B

Jangka V/aktu Berlakunya izin Usaha Penggilingan Padi adalah 1 isaiu) tahun

Bagian Kedua

Penangguhan lzin

Pasal 9

"' ,iika Pernberian izin sebagaimana dinraksud pada pasal 6 Pe:"^iuran Daerah ini

/ memerlukan izin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan lain.

J maka kepala Daerah dapat Menangguhkan izin tersebut sar:ai izin Ersebu:
diberikan.

Pasal 10

Keputusar tentang penangguhan izin tersebut disampaikan keoa:a Pemchon atau

Kuasanya secara tertulis disertai alasan - alasannya.

Bagian Ketiga
Pencabutan lzin

Pasal 11

Kepala Daerah atau Pejabat yang telah ditunjuk dapat mencab--- ;zn yang cicerikai
apabila :

(5)

(6)

I
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a

b

Pemegang izin tidak menjalankan kegiatan usahanya lagi

Dalar; *riktu O t enam) bulan seielah tanggal izin'itu diberikan, belurrr ada

kegiaian usaha :

c lzin yang berikan itu ternYata

keterangan yang Palsu

kemudian didasar''<an C"da keterangan

d Beniuk dan jenis usaha ternyata tidak

ketentuan izin Yang diberikan.

sesuai dan aiau menvirnPang dar

Pasal 12

Pemberitahuan tentang Pencabutan izin diberikan secara te:ulis oleh Kepala

Daerah atau Pejabat

Yang telah ditunjuk untuk diberikan Kepada pemilik izin dan atau kuasanya disertai

dengan alasan - alasannYa

Pasal 13

(1) Keputusaq untuK mencabut izin ditetapkan setelah pemilir"'kuasanya diberi
' ' 

kesempatan untuk mengemukakan keberatan - keberatann;ie.

(2) Janoka waktu penyr*piitn keberatan cliteiapkn 14 ( ernpa: relas ) nari sejai'r

tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaiir:ana dirnai'.s-: pada pasal 1l

Peraiuran Daerah ini

Pasai i4

Kepala Daer3h dapat memperpanjang jangka rvaktu yang teiai ditetapkan pada

pasal 13 ayai (2i Peraturan Daeran ini jika ,lenrilik izin ri'=ryarnpaikait yang

alasan benar.

Pasal 15

Dalam Jangka waktu 14 ( empat belas ) hari setelah pemberitahuan pencabutan izin

diterima maka pemeg.ni itin atau kuasanya tidak nengajuka:r keberatan' rnar'a

Keputusan tentan .,.l pencabutan izin dinyatakan Sah'

I
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Bagian Keernpat
Perpanjangan lzin

Pasa! 16

Apabila dalam jangka waktr berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7
Peraturan Daerah ini telah berakhir, maka selambat - lambahya 1 (satu) bulan

sebelum tanggal berakhimya izin tersebut yang bersangkutan atau kuasanya wajib

mengajukan Permohonan Perpanjangan lzin.

Pasal 17

Bentuk, syarat dan tata cara perpanjangan izin Permohonan berpedoman pada

pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

lzin diberikan dengan ketenfuan dan atau syarat- syarat yang dipandang perlu oleh

Kepala Daerah yang berhubungan dengan KepentinEan Umurn. Keamanan atau

Keselamatan di sekitar tempat usaha.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DAL(M PENETAPAN
STRUKTUR, BESARNYA TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Pertama '

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan SfuKur, besarnya iarif dan retibusi
didasarkan pada tujuan untuk biaya penyelenggaraan B3arberian izin dan

rekomendasi.

(1)

I
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal ini meliputt biaya

Pengecekan, Pemeriksaan Can biaya Transponasi dalam rangka pengendalian

dan Pengawasan Cibebankan kepada penrchon lzin yang besarnya sesuai

Keputusan tentang besarnya Perjalanan Dinas Dalarn Daerah.

Bagian Kedua
Struktur dan besarnya Tarif

Pasal 20

(1) Stuktur tarif retrbusi ditetapkan sebagai berikut :

a Surai Rekomenciasi

b Leges

c lzin Baru

d Regisfasi ulang / Perpanjangan

Rp. 100.000 / Rei'rcmenciasi

Ro. 5.000

Rp. 10.000 / PKTahun
Rp. 5.000 / PK.Tahun

(1)

(2)

(3)

Pasal 21

Pembayaran biaya aCmnisirasi dalai"n rangka pemberian rekomendasi

oilakukan oada saai penyerahan rekomendasi
Pembar"aran retribusi atau pembrerian izin dilakukan pada saat iz!r diberikan

Pembayaran retribusi Kanu pengavrasan ii:arukan selarrba: - ianibainya

tanggai 31 Desember tahi.rn beqalan.

Pasal 22

Pemungutan refrbusi dilakukan dengan 
' 

menggunakan SKRD, atau

ciipersamakan dengan itu.

(2) Datam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang di iunjuk, hasii

Penerimaan Retibusi Daerah harus disete: ke Kas Daerah selambat -
lambatnya 1x24 Jam.

(3) Kepada petugas pemungut refibusi diberikan crnunjang operasional seb"*ar 5

% (lima perseratus) dari setoran secai'a br'utio sebagaimana ciimaksud ayat (1;

Pasal ini:

(1)

Ir1
IL
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(4) Penunjang operasiona! yang dimaksud ayat (2) Pasal ini diterirna ttap bulan

melalui Kas Unit Dinas Pendapatan Daerah;

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 23

Refibusi yang terutang dipungut diwiiayah Daerah tempat lln Usaha Penggilingan

Padi / lzin menjalankan Mesin Rice Milling Unit ( RMU) diberikan

BAB VI

MASA, RETRIBUSI SA,AT RETRIBUSI DAN SURAT

PEMBERITAH UAI.| RETRI BU 5I DAER,AH

Pasal 24

lvlasa Retribusi aCalah jangka vraktu iertentu yang !amanya ditetapr.:an oleh Kepala

Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya ret'ibusi terutang.

Pasal 25

Saai Retribusi terutang adal:h pada saat SKRD atau doku-.en iain yang

dioersamakan

BAB VII

TATA CAR,A PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Peitarna
Tata cara Pendaftaran

Pasal 26

(i ) Seiap V/ajib Refibusi wajib rn:ngisi SPTRD;

e: r I rr 946. HUKUM it



(2)

(3)

(1)

/ 4'.|
\L)

(3)

Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib refibusi harus diisi dengan jelas.

benai'dan lengkap seria ditandatangani olen wajib Refrbusi atau Kuasanya;

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPdORD ditetapkan oisl; Kepala Daerah

Bagian Kedua
Penetapan Retribusi

Pasal 27

Penetapan Refibusi berdasarkan SpdORD dengan menerbifl<an SKRD ata'.

dokumen lain yang dpersamakan

Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oteh vrajib retribusi sebagaimana mestinr"a

maka diterbifl<an SKRD secara jabatan

Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain fatr!
dipersarnakan sebagairnana dimaksud ayai (1) ditetapackan oleh Kepale

Daerah

Pasal 28

Apabila berdasarkan has:l pemeriksaan ditemukan data baru can atau yang semu f
data baru dan atau da'ra yang semula belurn terungkap yang menyebabi.an
penambahan jumlah refrbusi yang terutang naka dikeluarkan SKRD tambahan
(sr(RDKBT)

BAB VIII

TATA CARA PEMBU KUAN, PELAPO RAN, FENAGI HAN RETRIBU SI,

PENGURANGAN, KERINGANAN DAH PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tafa cara pembukuan dan pelaooran

Pasal 2E

SKRD Secara jabatan dan SKRD tambahan dimaksud dalar ?asal 24 ayat
dan ayat (2), dicatat dalam buku jenis Retsiousi masing - mesrng ;

(1)

;fini e r.3n BA€. HtiKUf,



f2) SKRD secara jabatah, SKRD bmbahan dan STRD untuk masing - masing

wajib reribusi dicatat sesuai NPWRD;

(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nornoi- cerkas secara

berurutan.

Pasal 30

(1) Besarnya penetapan dan penyetoran Ratibusi dihinnpun dalam buku jenis

retribusi

(2) Atas dasar buku jenis reffibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 0ibuat
ciaftar penerimaan dan funggakan per jenis retibrisi;

(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada

ayat(2) dibuat Laporan realisasipenerimaan dan tunggakan perjenis retribusi

sesuai masa refibusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagiharr Retribusi

Pasal 31

(1) Pengeluaran suratteguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis awaltindakan
pelaksanaan penagihan refibusi Cikeluarkan segera seieiah 7 { :;jul") hari sejak
jatuh tempo pembayaran

(21 Datam jangka waktu setelah 7 (tujuhi hari ianggal surai tegui-an i peringatan.l

surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi r:nbusinya yang

terutang.

(3) Suratteguran seoagaimana dimaksuti paCa ayai ('i) pasal i;ri :il:sluarkan oleh
- -:-L-1 ---- - J:^-.-:.-1.
pejaual yang urturlJuK

Pasal 32

Bentuk - bentuk formulir yang Cipergunakan untrk pelaksanaan penagihan retibusi
sebagaimana dimaksud pasallB ayat (1)ditetapkan oleh Kepala Daerah

Prim P non 846. Hi.XUl/, 1i



Bagian Ketiga
Taia Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

Pasai 33

Kepala Daerah dapat membaikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan

refrbusi
Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retl;tisi sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasaliniakan ditetapkan oleh Kepala Daei'ah

BAB IX

TATA CARA PEM BETU I.AN, PENGU MNGAN KETETAPAN, P E N GHAPU SAN

ATAU PEN G U RANGAN SANKSI ADMII.JISTRASI DAN PE It'{ BATALAN

Pasal 34

V/ajib refibusi dapat mengajukan permohonan pembetular SKRD dan STRD

yang dalam penerbitannya terdapatkesalahan tulis, kesalai'an hiiung dan atau

kekeliruan dalam penerapan Peraiuran Perundang -- uniit?g?n Ref,ibusr

Daerah.

lVajib refibusi dapat mengajrkan permohonan. p3:]gurangan atau

penghaousan sanksi admin isf,asi berupa bunga kenair.an refibusi yang

terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan r,,'ajib retnbusi atau

bukan karena kesalahannya.
Wajib refibusi dapat rnengajukan pennohon3n'pengu!'anga;i atau pernbatalan

ketetapan refibusi yang tidak benar.
Fermohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Faraturan Daei'ah ini

, pengijrangan ketetapan, penghapusan a'rau pengurangan sanksi administasl

sebagaimana ayat (2) dan pembatalan dalarn ayat (3) pasal ini harus

disampaikan secara tertulis oleh wajib retibusi kepada Kepda Daerah dan atau
pejabai yang ditunjuk paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejar tanggal diterima

SKRD dan STRD sesuai dengan permohonannya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)

(1)

(2)

'-.ri; .- -- - =, -- -

Keputusaan abs perT-no .onanseb4gaimana dimaKud aydt4) dikeluar'ran oleh

Kepala Daerah atau peiabat yang ditunjuk pallng 13113 1 (satui buian sejak

Sui'at Per,.noho nan diterima.

Apabila seteiah lewat sebagaimana dimaksud ayat (5) pxd ini maka Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak rnembeiikan Keputusan, maka

Fermohonan Pembettrlan Pengurangan ketetapan , penghapusan atau

pen g uran g an sanksi adminisfasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PENYELENGGARMN KEBEMTAN DAN PERHITUNGAN

KELEBIHAT.I PEMBAYAMN RETRIBU S

Bagian Pertama

Tata Cara Penyelenggaran Keberatan

Pasal 35

',Vajib refibusi dapat mengaiukan permohonan. keberatn atas SKRD dan

STRD

Permohonan keberatan sebagaiman dimaksud ayat {i) Pasal ini harus

disampaikarl secara tertulis kepada Kepala Daerah atau o"-jabat yang ditunjur

paling lama 1 (satu) bulan sejartanggalSKRD dan STRD

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

harus diputuskan oleh Kepala Daerah &au pqabat yang funjrtk dalam jangka

waktu paiing lama 3 ienam) buian sejak tarrggiil Fer:x,'honatr Keberatar

diterima.

Bagian KeCua

Tata Cara Perhitungan Keiebihan Pembayaran refribusi

Pasal 36

V/ajib ret'ibusi harus mengajukan penrxrhonan secara eriulis kepada Kepale

D aerah u ntuk periritu ng an pen gembalian kelebihan pembayaran refi busi.

(3)

(4)

(1)
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(2) Atas dasar permohonatiseb4aimana dlndcsud pada ayat (1) pasal ini atas

kelebihan pembayaran relirbusi dapat langsung diperhitungkan iedebih dahulu

dengan utang iefibusi Can atau sanksi aCrninisfasi sesuai aiui'an Peraturan
perundang - urrdangan yang bedaku.

Pasal 37

(1) Dalam kelebihan pembayaran refibusi yang masih tersisa setelah dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pada psal 32, diterbifl<an SKRDLB paling

lambat 1 (satu) bulan sejak ciiterimanya pennohonan pengembalian kelebihan
pembayaian retibusi.

(2) Kelebihan pembayaran refibusi sebaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan

kepada Wajib Refribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbifl<annya

SKRDLB.
(3) Pengembalian kelebihan Pembayaran retibusi ditakuakn setelah lewat wakttt 2

(dua) bulan sejak diterbifl<annya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga 2 To ( dua persen) sebulan keterlambatan pembayaran

kelebihan refibusi.

Pasal 38

Pengembalian sebagaimana dimaksud pasar 32 ayat (2) Pera:-r'an daerah ini

dilakukan denqan menerbif<an Surat Pe.intah membayar kelebiran refibusi.
Atas perhitungan sebagaiman dimaksud pada pasai 30 aya i2) diterbitkan

brrkti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai buKi pemba{"ran.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ir: cjilakukan oleh

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BaCan Pengawas D*rah Kabupaten

Konavle :

(1,t

(2)

r1\

I i''
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(2) Tata cai'a pennbinaan dan

Daerah

p-engAurasil ditetapkan dengan Peraturan Kepala

BAB XI

(1)

(2)

(1)

(2)

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Wajib refiibusi yang tidak mel*isand<an kewajibannya sehingga nerugikan

Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (ttga) bulan atau

denda paling banyd< 4 (empat) kdijumlah refibusi yang teruiang ;

Tindak pidana yang dimakud pada ayat(1) di atas adalah pelanggaran;

Pasal 41

Penyioikan atas pelanggaratr Peratgran Daerah ini dilakukan oleh Penyidik
pegawai Negeri Sipil (PPNS)yang pengangkatannya diiakukar': sesuai denga;t

ketentuan Perundang-UnCangan yang berlaku;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagainnana dimaksud aytt (1i Pasal ini dalarn

melakukan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan kavenangan yang

diberikan berdasarkan Perafuran Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasai 42

Dengan berldtunya Peraturan Dsah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten

Kendari Nonnr 13 Tahun 2002 tenhng Ketentuan dan Tata caa Pemberian lzin

Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi.
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Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal M

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Drerah Kabupaten
Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 1 1 Juni 2007

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Padatanggal 19 Juni 2007

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

T.T.D

MUSTARI TUMORO

LEMBAMN DAERAH TAHUN2O()TNOMOR 37

DENGAN ASLINYA,
A"KAg. KoNAWE,

i
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